
RIS DAERAH PROVINS! 

-----'\."'£. ~AWA BARAT,., 

Nomor ..... .?.~ .......... Tahun 2116 

Tanggal 29 ~•Te••er 2116 

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

TENT ANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA 
DINAS KEHUTANAN 

Nomor 71 
71 Nomor ..... Tahun 2116 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 



bahwa u nt.uk mclaksariakan kctcrituan Pasal 3 Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Baral Nomor 6 Tahun 2016 tenlang Pernbentukan 
dan Susunan Perangkal Daerah Provinsi Jawa Barat dan 
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Baral Nomor 
45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 
Perarigkat Daerah Provinsi Jawa Baral, perlu menetapkan 
Peraluran Gubernur .Jawa Baral lenlang Tugas Pokok, Fungsi, 
Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kchutanan; 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provins: Jawa Baral (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahuri 1950 lcnlang 
Pemerinlahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 1950 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) scbagairnana telah diubah 
bcbcrapa kali, tcrakhir dr-ngan Undang-Undang Nomor 29 
Tah un 2007 tcntang Pcrncrintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota .Jakarta Scbagai Ibukola Negara Kcsaluan Republik 
Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 91, Tarnba han Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 
ten tang Pcrnben t ukan Provinsi Banton (Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 40 IO); 

2. Undang-Unrlang Nornor 41 Ta h uri 1999 Lentang Kehuta nan 
(Lcrnbaran Negara Republik l ndoncsia Tab un 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lcmbara n Negara Nomor 3888) sebagaimana Lelah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ten Lang 
Penetapan Pcraturan Pernerintah Pengganli Undang-undang 
Nomor l Tahun 2004 tcntang Pcrubahan alas Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Len Lang Kchuta nan menjadi Undang 
Undang (Lcrnbaran Negara Rcpublik .ndoncsia Tahun 2004 
Nomor ~6, Tarnba ha n Lcrnbaran Negara Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lcnlang Aparatur Sipil 
Negara [l.crnbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 
Nornor 6, T .. rmbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor s,tq4); 
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PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, 
RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2. Pemerinlah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rncnjadi kewenangan 
daerah otoriom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkal Daerah Provinsi sebagai 
unsur pernbantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dalam pcnyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kcwenangan Dacrah Provinsi. 

6. Dinas adalah Dinas Kehutanan. 
7. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Kchutanan. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Adminislrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraluran Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pernbctukan dan Susunan Perangkal Daerah Provinsi 
Jawa Baral (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Baral Tahun 
2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Baral Nomor 192); 

8. Peraturan Gubernur Jawa Baral Nomor 45 Tahun 2016 
lentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Baral (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2016 Nomor 45 Seri D); 
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8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD 
adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan. 

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan. 
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan. 
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kehutanan. 
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kehutanan. 
13. Jabatan Fungsional adalah kcdudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

14. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk 
hukum dacrah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan 
pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, 
kegiatan atau pekerjaan. 

15. Kebijakan Teknis adalah sckumpulan keputusan atau produk 
hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis 
atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan 
a tau pekerjaan. 

16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau 
produk hukum dacrah yang memuat pedoman 
pcnyclcnggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau 
pekerjaan unggulan dan spcsifik. 

17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, sampai 
dengan merietapkan suatu rumusan kebijakan. 

18. Pengkajian adalah proses menelaah, mcnganalisis, memberi 
koreksi dan menyempurnakan suatu bahan rumusan 
kebijakan. 

19. Penyusunan adalah proses mcnghimpun dan mengolah bahan 
bahan rumusan kebijakan. 

20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pclaksanaan atau 
pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan Iungsi-Iurigsi 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit/sub unit. 

21. Pelaksanaan adalah proses, cara, dan pelaksanaan suatu 
pekerjaan yang bersifat teknis operasional. 

22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemcnuhan kcbuluhan pclayanan sesuai 
ketcntuan peraturan pcrundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk secara perorangan maupun 
Kelompok/Organisasi/Instansi atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administalif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 

23. Pelayanan Administrasi adalah pclayanan yang bersifat 
keta Lausahaan. 

24. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta 
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara 
berbagai badan, instansi, unit unluk mencapai tujuan 
organisasi secara cfisien. 

25. Pembinaan adalah usaha untuk mcmberi pengarahan dan 
bimbingan serta usaha, Lindakan, dan kcgialan yang dilakukan 
secara efisien dan efektif untuk mempcroleh hasil yang lebih 
baik. 
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26. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, 
melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan 
yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. 

27. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, 
mengurnpulkan inforrnasi secara teratur, dan mancatat 
hasilnya untuk bahan evaluasi. 

28. Evaluasi adalah kegiatan rnenilai atau rnernbandingkan antara 
hasil irnplernentasi dengan kriteria dan standar yang telah 
ditelapkan untuk rnelihat tingkat keberhasilannya. 

29. Pela po ran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mcnyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. 

30. Fasilitasi adalah kegialan untuk memberikan kemudahan dan 
rnernungkinkan atau mendorong pihak lain dapal rnelakukan 
suatu urusan, kegialan, atau aktivitas yang sesuai dengan 
rencana atau kebijakan yang Lelah ditetapkan. 

31. Pengernbangan Kerja Sarna adalah proses rnenJaJag1, 
merencanakan, melaksanakan, dan rneningkatkan kerja sama 
dengan pihak lain. 

32. Rencana Strategis yang selanjulnya disebut Renstra adalah 
dokurnen rencana stratejik yang rnernbuat visi, misi, tujuan, 
sasaran dan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan 
sasaran yang lerdiri alas kebijakan, program dan kegiatan. 

33. Rencana Kerja yang sclanjutnya disebul Renja adalah dokumen 
perencanaan untuk periode satu ( 1) tahun, yang memuat 
kebijakan, program, dan kegiatan pernbangunan yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerin tah Daerah Provinsi dan 
yang diternpuh dengan mendorong parlisipasi rnasyarakal. 

34. Rencana Kincrja Tahunan yang sclanj u tnya disingkat RKT 
adalah dokurnen rencana kinerja sebagai penjabaran dari 
sasaran dan program yang Lelah ditctapkan dalarn rencana 
slratejik yang akan dilaksanakan rnclalui berbagai kegiatan 
tahurian. 

35. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah dokurnen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang rnerupakan 
penjabaran dari Rencana Kerja Pemcrintah Daerah dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 
satu tahun anggaran serla anggaran yang diperlukan untuk 
rnelaksanakannya. 

36. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen rnernuat alokasi anggaran yang 
disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Baral. 

37. Daftar lsian Pclaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DIPA adalah dokumen rnernual alokasi anggaran yang 
disediakan kepada pengguna anggaran yang bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

38. Perjanjian Kinerja yang sclanjutnya disingkal PK adalah 
dokumen pernyalaan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian 
kinerja antara atasan dan bawahan urituk mewujudkan target 
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki 
oleh instansi. 

4 



BAB II 
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, 

DAN TATA KERJA 
Bagian Kesatu 

Dinas 
Pasal 2 

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pernerintahan bidang kehutanan, meliputi pemolaan hutan, 
pengelolaan DAS dan pcnyuluhan, bina pcngusahaan hutan 
serta bina konsevasi dan jasa lingkungan yang menjadi 
kcwenangan Daerah Provinsi, mclaksanakan tugas 
dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai 
bi dang tugasnya berdasarkan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelcnggarakan lugas pokok scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang 

kehulanan yang menjadi kewcnangan Oaerah Provinsi; 
b. penyelcriggaraan pcngclolaan kchulanan yang menjadi 

kewenangan Oaerah Provinsi; 
c. penyelenggaraan adrninistrasi Dinas; 
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dcngan tugas pokok dan 

fungsinya. 

39. Laporan Kinerja lnstansi Pemerinlah yang selanjutnya 
disingkal LKIP adalah laporan kinerja lahunan yang berisi 
pertanggungjawaban kinerja suatu inslansi dalam mencapai 
tujuan atau sasaran stratejik instansi. 

40. Laporan Keterangan Pertanggunjawaban yang selanjutnya 
disingkal LKPJ adalah la po ran berupa informasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) 
tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan 
oleh Gubcrnur kepada DPRD. 

41. La po ran Penyelenggaraan Pemerin tahan Dae rah yang 
selanjulnya disingkal LPPD adalah laporan alas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) 
lahun anggaran bcrdasarkan Rcncana Kerja Pembangunan 
Dacrah (RKPD) yang disampaikan olch Gubernur kepada 
Pemcrinlah Pusal. 

42. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkal LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Baral. 
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Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal3 
(1) Kepala Dinas mernpunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan, membina, mcngendalikan, dan 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, 
meliputi pemolaan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(DAS), dan penyuluhan, bina pengusahaan hutan serta bina 
konsevasi dan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta 
melaksanakan Lugas pernbant.uan scsuai bidang tugasnya 
bcrdasarkan kelenluan peraluran perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang 

kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; 
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 

dan memimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan bidang 
kehutarian yang mcnjadi kewcnangan Daerah Provinsi; 

c. penyclenggaraan evaluasi dan pclaporan Dinas; dan 
d. penyclenggaraan fungsi lain scsuai dcngan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu: 

a. menyelenggarakan pcrumusan dan pcnetapan program 
kerja Dinas; 

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang 
kehutanan; 

c. mcnyclenggarakan urusan Pemerinlahan Dacrah Provinsi 
bidang kehutanan, meliputi pemolaan hutan, konservasi 
dan jasa lingkungan, pengelolaan DAS dan penyuluhan, 
serta pengusahaan hutan; 

d. menyclenggarakan koordinasi pengelolaan bidang 
kehutanan; 

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis 
pengelolaan bidang kehutanan; 

f. mcnyclcnggarakan monitoring pclaksanaan pcngclolaan 
kehutanan; 

g. menyelenggarakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah 
Pusat, swasta, dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di 
Juar negcri dalam bidang kehutanan; 

h. menyelenggarakan pcmbinaan administrasi dan 
pengadministrasian Dinas; 

1. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, 
RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, dan LHKASN lingkup 
Dinas; 

J. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik; 
k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem 

pengcndalian internal pemerinlahan; 
I. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 

lingkup Dinas; 
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b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan 
menghimpun bahan kebijakan leknis bidang kehulanan, 
yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; 

c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; 
d. menyelenggarakan pelayanan adminislrasi keuangan, 

rneliputi penganggaran, penalausahaan, pengelolaan sistern 
akunlansi, dan pclaporan keuangan, scrta pcngelolaan aset 
Dinas; 

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian 
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir 
dan kompelensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan 
pegawai Dinas dan UPTD; 

(1) Sekretarial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, 
keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu 
Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun, dan pengkajian 

bahan kebijakan lcknis bidang kehutanan, yang 
dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; 

b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, 
pengadminislrasian keuangan dan aset serta kepegawaian 
dan umum; 

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan 
d. pcnyelenggaraan fungsi lain scsuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian lugas Sekretariat, yaitu: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat 
dan Dinas; 

Pasal4 

Sekrctariat 

Bagian Ketiga 

s. menyelenggarakan lugas lain scsuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

bah an sebagai n. menyelenggarakan telaahan staf 
perlimbangan pengambilan kebijakan; 

o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan 
saran pertirnbangan mengenai bidang kehutanan sebagai 
bahan penctapan kebijakan Perncrintah Daerah Provinsi; 

p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Dinas; 

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; 
r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan 

UPTD; dan 

m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, 
rekomendasi, dan pemanlauan lerhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang kehulanan; 
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pokok sebagaimana dimaksud 
Perencanaan dan Pelaporan 

Dalam melaksanakan Lugas 
pada ayal (1), Subbagian 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan yang 
dilaksanakan oleh Dinas; 

(2) 

Pasal 5 
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi 
koordinasi dan penyusunan bahan pcrencanaan, cvaluasi 
dan pelaporan kcgiatan Dinas. 

r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekrelariat dan 
Dinas; dan 

s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(3) Sekretariat membawahkan: 
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
b. Subbagian Keuangan dan Asel; dan 
c. Subbagian Kepcgawaian dan Umum. 

ketatausahaan, kerumah langgaan, pengelolaan 
barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan 
sistem informasi, keprotckolan serta pengelolaan 
perpustakaan dan kcarsipan Dinas; 

g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan 
kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas, dan UPTD; 

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan 
rancangan dan pendokumen tasian peraturan perundang 
undangan lingkup Dinas; 

1. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan 
Renstra, Rcnja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, 
dan LHKASN lingkup Dinas; 

J. menyelenggarakan Iasilitasi pelayanan informasi publik; 
k. menyclcnggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan 

sistcm pengendalian internal pemerintahan; 
1. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; 
m. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan 

verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap 
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/banluan sosial bidang kehutanan; 

n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan 
mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemcrinlah Daerah Provinsi; 

p. menyelenggarakan pengcndalian pelaksanaan tugas pokok 
dan f ungsi SekretariaL; 

q. mcnyelenggarakan pcngolahan bahan pembinaan dan 
pengendalian pclaksanaan tugas pokok dan fungsi 
kesekrelarialan UPTD; 

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi 
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Pasal6 
(1) Subbagian Keuangan dan Asel mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, 
meliputi pcnganggaran dan penalausahaan, perbendaharaan, 
penyusunan neraca asct, vcrifikasi, dan pcrtanggungjawaban 
kcuangan dan aset serla pengclolaan sistern akunlansi dan 
pclaporan kcuangan Dinas. 

b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan dan; 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan 
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 
bahan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan 
ruang; 

c. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 
bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas; 

d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
perencanaan dan pelaporan Oinas; 

e. melaksanakan koordinasi bahan penyusunan perencanaan 
dan pengendalian program Dinas serta UPTD; 

f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan; 
g. Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DTPA, dan PK, LKIP, LKPJ, 

dan LHKASN lingkup Dinas; 
h. melaksanakan pcnyusunan dan pclaksanaan sistcm 

pcngcndalian internal pcmerintahan; 
1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; 
J. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan 

verifikasi, bahan rckomcndasi, dan pemantauan lerhadap 
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 
hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang; 

k. melaksanakan pcnyusunan bahan telaahan staf sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 

I. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan 
perictapan kebijakan Pcmerinlah Dacrah; 

m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Subbagian Percncanaan dan Pelaporan; 

n. melaksanakan koordinasi pernantauan, cvaluasi dan 
pclaporan kcgialan Dinas sorta UPTD; 

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian 
Perencanaan dan Pelaporan; dan 

p. melaksanakan tugas lain scsuai tugas pokok dan 
fungsinya. 
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Keuangan dan Asel; dan 
p. mclaksanakan tugas lain scsuai lugas pokok dan 

fungsinya. 

Subbagian pelaporan dan evaluasi o. melaksanakan 

g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan adrninistrasi 
keuangan dan neraca asel Dinas serta UPTD; 

h. mclaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan 
aset kegialan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 

1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan lindak 
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; 

J. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, 
dan pernantauan lerhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang 
kehulanan; 

k. mclaksanakan penyusunan lelaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas; 

1. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan 
kcbijakan Pcmcrinlah Daerah Provinsi; 

m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; 

n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan adrninistrasi 
keuangan dan aset UPTD; 

pertanggungjawaban dan 

(2) Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Asel mernpunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis keuangan dan aset; 
b. pelaksanaan pengadminislrasian keuangan dan aset; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan 

dan Asel; 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu: 

a. melaksanakan pcnyusunan program kerja Subbagian 
Keuangan dan Aset; 

b. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 
bahan kebijakan leknis keuangan dan aset; 

c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi; 
d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan 

dokumen anggaran; 
e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta 

penyusunan neraca aset; 
f. melaksanakan verifikasi 

keuangan dan asct; 
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Pasal 7 
(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi 
pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan 
kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan 
pensiun, serta ketalalaksanaan dan kerumahtanggaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum Dinas; 
b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dcngan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian 
Kepegawaian dan Umum; 

b. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan 
bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum; 

c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan 
karir dan kornpetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan 
pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD; 

d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
kehumasan, pengelolaan, dan pclayanan sistem informasi, 
keprolokolan serta pengelolaan perpustakaan dan 
kearsipan Dinas; 

e. melaksanakan pelayanan informasi publik; 
f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan 
penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah; 

g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan 
adrninist.rasi kepegawaian can barang daerah; 

h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah 
UPTD; 

1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan 
penalaan kelembagaan dan ketatalaksariaan Dinas; 

J. mclaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan 
rancangan dan pcndokumentasian peraturan perundang 
undangan lingkup Dinas; 

k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi 
kehutanan serta kerjasama lingkup Dinas; 

1. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan 
bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Jingkup 
Dinas; 

m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan 
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian dan 
Umum dan Sekrctariat; 
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, 

(1) Bidang Pemolaan Hulan mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan pemerinlahan bidang kehutanan, 
sub urusan pemolaan hutan, meliputi data dan informasi, 
tata hutan dan penatagunaan hutan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemolaan Hulan mempunyai 
fungsi: 
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

pemolaan hutan; 
b. penyelenggaraan pengelolaan pemolaan hutan; 
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Bidang Pemolaan Hulan, yaitu: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang 
Pemolaan Hutan; 

b. menyelenggarakan perigkajian bahan kebijakan teknis 
bidang pemolaan hutan; 

c. mcnyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan 
pengendalian teknis di bi dang pemolaan hu tan; 

d. menyelenggarakan pengelolaan dala dan informasi; 
e. mcnyelcnggarakan Lala hutan; 
f. menyelenggarakan penatagunaan hutan; 
g. mcnyelcnggarakan dan memfasilitasi bidang pemolaan 

hutan, meliputi aspek data dan informasi, tata hutan, 
penatagunaan hutan; 

h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi data dan 
informasi, Lala hutan , dan penalagunaan hulan; 

Pasal8 

Bidang Pemolaan Hulan 

Bagian Keernpat 

Subbagian pelaporan s. mclaksanakan cvaluasi dan 
Kcpcgawaian dan Umum; dan 

l. melaksanakan lugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, 
dan pemantauan lerhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang 
kehutanan; 

o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

p. melaksanakan pcnyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan 
perumusan kebijakan Pemeriritah Dacrah Provin si; 

q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Subbagian Kcpegawaian dan Umum; 

r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan 
pembinaan UPTD; 
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um urn 
Rencana 

Kehutanan 

rencana 
meliputi 
Rencana 

Pasal 9 
(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan data dan informasi, rneliputi 
penyusunan rencana umum kehutanan, pengelolaan data 
dan informasi serta pengelolaan website dan sistern 
informasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ), Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi: 
a. pclaksanaan pcnyusunan bahan kebijakan teknis data 

dan informasi; 
b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; 
c. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Data dan 

Informasi; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Data dan Informasi, yaitu: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan 
Informasi; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis data 
dan informasi; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
tcknis bidang data dan informasi; 

d. melaksanakan pcnyusunan bahan fasilitasi data dan 
informasi; 

e. melaksanakan penyusunan 
pembangunan kehutanan, 
Pembangunan Jangka Panjang, 
Tingkat Daerah Provinsi; 

p. mcnyclenggarakan lugas lain sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(4) Bidang Pemolaan Hulan membawahkan: 
a. Scksi Data dan Informasi; 
b. Seksi Tata Hulan; dan 
c. Seksi Penatagunaan Hulan. 

Hasil La po ran 1. menyelenggarakan tindak lanjut 
Pemeriksaan lingkup Bidang; 

J. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan tcrhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang pemolaan hutan; 

k. mcnyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

I. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan 
mengenai bidang pemolaan hutan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Bidang; 

n. menyelenggarakan cvaluasi dan pelaporan Bidang; 
o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan 

UPTD; dan 
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Pasal 10 
(1) Seksi Tata Hulan rnernpunyai lugas pokok melaksanakan 

pengelolaan tata hutan, meliputi penyusunan bahan 
Iasilitasi tata hutan, pcnyusunan dan pengelolaan dokurnen 
tata batas, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, 
pernbagian blok, pctak dan anak petak, penyusunan bahan 
pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek/ tahunan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi, penyusunan bahan kajian 
usulan dan perlirnbangan teknis pengelolaan hutan dengan 
tujuan khusus, penyusunan bahan dan pernelaan hutan. 

(2) Dalarn rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1), Scksi Tata Hutan rnernpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang 

tata hutan; 
b. pelaksanaan pernolaan hutan di bidang tata hutan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Scksi Tata Hulan; 

dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

f. rnelaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan dan 
Rencana tindak DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalarn 
Kabupaten/Kota; 

g. rnelaksanakan penyusunan dan pengelolaan sistern 
inforrnasi kehutanan dan website Dinas; 

h. rnelaksanakan penyusunan bahan rnitigasi dan adaptasi 
perubahan iklirn bidang kehutanan; 

1. rnelaksanakan evaluasi capaian kesesuaian kawasan 
lindung; 

J. rnelaksanakan monitoring dan evaluasi bidang data dan 
inforrnasi; 

k. rnelaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Perneriksaan 
lingkup Seksi Data dan lnforrnasi; 

I. rnelaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekornendasi, dan pernantauan terhadap perrnohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang pernolaan hutan; 

rn. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertirnbangan 
pengarnbilan kebijakan; 

n. rnelaksanakan penyusunan bahan saran pertirnbangan 
rnengenai data dan informasi sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pernerintah Daerah Provinsi; 

o. rnelaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Data dan Inforrnasi; 

p. rnelaksanakan cvaluasi dan pelaporan Seksi Data dan 
Inforrnasi; 

q. rnelaksanakan koordinasi dengan UfYfD terkait; dan 
r. rnelaksanakan tugas lain scauai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Pasal 11 
(1) Seksi Penatagunaan Hutan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penatagunaan hutan, meliputi penyusunan 
bahan kajian potensi dan dampak/ kontribusi pembangunan 
kehutanan unt uk pcmbangunan di luar kehutanan, 
pcrtimbangan teknis proses penggunaan, tukar menukar dan 
perubahan fungsi kawasan hutan scbagai bahan kcbijakan, 
pertimbangan teknis calon lahan kompensasi/pengganti dari 
proses penggunaan/tukar menukar kawasan hutan , serta 
kajian substansi kehutanan dalam rencana tata ruang. 

(3) Rincian tugas Seksi Tata Hulan, yaitu: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata 

Hu tan; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tata 

hutan; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 

teknis tata hutan; 
d. mclaksanakan penyusunan bahan fasilitasi tata hutan; 
e. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan 

dokumen lata batas; 
f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembentukan 

wilayah pengelolaan hutan, pembagian blok, petak dan 
anak petak; 

g. melaksanakan penyusunan bahan pengesahan rencana 
pengelolaan jangka pendek/tahunan Kesatuan 
Pengelolaan Hulan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan 
Hulan Produksi; 

h. melaksanakan penyusunan bahan kajian usulan dan 
pertimbangan teknis pengelolaan hutan untuk tujuan 
khusus untuk kepentingan religi; 

1. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan hutan; 
J. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang tata 

hutan; 
k. melaksanakan tindak lanjul Laporan Hasil Pemeriksaan 

lingkup Seksi Tata Hutan; 
1. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 

rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hi bah/ bantuan sosial 
bidang pemolaan hutan; 

m. melaksanakan lelaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai tata hutan sebagai bahan penetapan kebijakan 
Pemerintah Daerah Provinsi; 

o. melaksanakan pengendalian pclaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Tata Hulan; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Tata Hulan; 
q. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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fungsinya. 

kajian potensi dan 
kehutanan untuk 

fasilitasi bah an d. melaksanakan penyusunan 
penalagunaan hutan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan 
dampak/kontribusi pembangunan 
pembangunan di luar kehutanan; 

f. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis 
proses pcnggunaan, tukar menukar dan perubahan 
fungsi kawasan hutan sebagai bahan kebijakan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis 
calon lahan kompensasi/ pengganli dari proses 
penggunaan/tukar mcnukar kawasan hutan; 

h. melaksanakan pcnyusunan bahan kajian substansi 
kehutanan dalam rencana Lala ruang; 

1. mclaksanakan monitoring dan evaluasi bidang 
penalagunaan hutan; 

J. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Penalagunaan Hulan; 

k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang pemolaan hutan; 

l. melaksanakan tclaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertim bangan 
mengenai penalagunaan hutan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Penatagunaan Hutan; 

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi 
Periatagunaan Hulan; 

p. melaksanakan koordinasi dengan UPTD lerkait; dan 
q. melaksanakan lugas lain scsuai dcngan tugas dan 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1), Seksi Penalagunaan Hulan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

penalagunaan hutan; 
b. pelaksanaan penalagunaan hutan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penatagunaan 

Hutan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian lugas Seksi Penatagunaan Hulan, yaitu: 

a. melaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 
Penatagunaan Hulan; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
penatagunaan hu tan; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
teknis penatagunaan hutan; 
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f. menyclenggarakan penyuluhan; 
g. menyelenggarakan dan mernfasilitasi bidang pengelolaan 

DAS dan penyuluhan, meliputi bidang pengelolaan DAS, 
rehabilitasi hutan dan lahan serta penyuluhan; 

h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi 
pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan, dan lahan serta 
pcnyuluhan; 

1. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan DAS dan 
Penyuluhan; 

J. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, 
rekomendasi dan peman lauan lerhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang pengclolaan DAS; 

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 
perlimbangan pengambilan kebijakan; 

I. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan 
mengenai pengelolaan DAS sebagai bahan perumusan 
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas 
pokok dan Iungsi Bidang Pengelolaan DAS dan 
Penyuluhan; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang 
Pengelolaan OAS dan Penyuluhan; 

dan 
dan 

koordinasi, pembinaan 
bidang pengelolaan DAS 

c. menyelenggarakan 
pengendalian teknis 
penyuluhan; 

d. menyelenggarakan pengelolaan DAS; 
e. menyelenggarakan rchabilitasi hutan dan lahan; 

Bagian Kelima 
Bidang Pengelolaan DAS dan Pcnyuluhan 

Pasal 12 
(1) Bidang Pengelolaan DAS dan Penyuluhan mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kehutanan aspek pengelolaan DAS dan penyuluhan, meliputi 
pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan serta 
penyuluhan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan 
Penyuluhan mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

pengelolaan DAS dan penyuluhan; 
b. pcnyelcnggaraan pengclolaan DAS dan Penyuluhan; 
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang 

Pengelolaan DAS dan Penyuluhan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Bidang Pengelolaan DAS dan Penyuluhan, 

yaitu: 
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang 

Pengelolaan DAS dan Penyuluhan; 
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis 

pengelolaan DAS dan penyuluhan; 
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b. mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
pcngelolaan DAS; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
teknis pengelolaan DAS; 

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan 
DAS; 

e. melaksanakan bahan kebijakan teknis dan rehabilitasi 
hutan dan lahan/konservasi tanah dan air di luar 
kawasan hutan; 

f. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan 
rchabilitasi hutan dan lahan/konservasi tanah dan air 
di luar kawasan hutan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman 
penyelenggaraan model pengembangan perhutanan 
sosial; 

h. melaksanakan penguatan aktivitas forum DAS; 
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS; 
J. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

lingkup Seksi Pengelolaan DAS; 

Seksi kerja 

Pasal 13 
(1) Seksi Pengelolaan DAS mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan DAS, meliputi penyusunan bahan 
kebijakan teknis dan rehabilitasi hutan dan lahan/ 
konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan, pedoman 
penyelenggaraan model pengembangan perhutanan sosial 
dan penguatan aktifitas forum DAS serta evaluasi kinerja 
DAS. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Pengelolaan DAS mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

pengelolaan DAS; 
b. pelaksanaan pengelolaan DAS; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan 

DAS; dan 
d. pclaksanaan fungsi lain sesuai dcngan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan DAS, yaitu: 

a. melaksanakan penyusunan program 
Pengelolaan DAS; 

o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan 
UPTD; dan 

p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(4) Bidang Pengelolaan DAS dan Penyuluhan membawahkan: 
a. Seksi Pengelolaan DAS; 
b. Seksi Rehabilitasi Hulan dan Laban; dan 
c. Seksi Penyuluhan. 
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g. melaksanakan moniloring dan evaluasi rehabilitasi hutan 
dan lahan; 

h. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Rehabililasi Hutan dan Lahan: 

dan penelapan 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l), Seksi Rehabilitasi Hulan dan Lahan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

rehabilitasi hutan dan lahan; 
b. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi 

Hulan dan Lahan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain scsuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Hulan dan Lahan, yaitu: 

a. melaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
rehabilitasi hutan dan lahan; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
teknis rehabililasi hutan dan lahan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi 
hutan dan lahan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi 
hutan; 

f. melaksanakan penyiapan bahan 
pengendalian scrtifikasi pcrbenihan; 

Pasal 14 
( 1) Seksi Rehabilitasi Hulan dan Lah an mcmpunyai tugas pokok 

melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, meliputi 
rehabilitasi di luar kawasan hutan ncgara dan penyiapan 
bahan perietapan serla pengendalian serlifikasi perbenihan. 

k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi 
dan pemantauan lerhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang 
pengelolaan DAS dan penyuluhan; 

1. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

m. melaksanakan pcnyusunan bahan saran pertimbangan 
mengcnai pengelolaan DAS sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Pengeloaan DAS; 

o. melaksanakan cvaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan 
DAS; 

p. melaksanakan koordinasi dcngan UPTD terkait; dan 

q. melaksanakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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er· 

aspek cvaluasi dan monitoring h. melaksanakan 
penyuluhan; 

1. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Scksi Pcnyuluhan; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 
tcknis penyuluhan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan; 
e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan 

kelembagaan; 
f. melaksanakan pcningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pcnyuluhan kchutanan; 
g. melaksanakan pengembangan metoda dan materi 

penyuluhan; 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi 
Penyuluhan; 

b. melaksanakan penyusunan bah an kebijakan teknis 
penyuluhan; 

Pasal 15 
(1) Seksi Penyuluhan mempunyai lugas pokok melaksanakan 

penyuluhan, meliputi penyusunan bahan penyuluhan, 
pengembangan kelembagaan dan pcningkatan kapasitas 
sumber daya manusia penyuluhan kehutanan serta 
pengembangan metoda dan materi penyuluhan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud 
pada ayal (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

penyuluhan; 
b. pelaksanaan pcnyuluhan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyuluhan; 

dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Penyuluhan, yaitu: 

1. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan 
realisasi bant.uan keuangan dan hibah/ bantuan sosial di 
bidang pengelolaan DAS dan penyuluhan; 

J. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

k. mclaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai rehabilitasi hutan dan lahan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

I. melaksanakan pengendalian pelaksanaan lugas pokok 
dan fungsi Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan; 

n. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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(1) Bidang Bina Pengusahaan Hulan mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan perner in tah an bidang kehutanan 
aspek bina pengusahaan hutan, meliputi produksi hasil 
hutan, pengolahan hasil hutan serta peredaran, dan 
pemasaran hasil hutan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), Bidang Bina Pengusahaan Hulan 
mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

bidang bina pengusahaan hutan; 
b. penyelenggaraan bina pengusahaan hutan; 
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Bidang Bina Pengusahaan Hutan, yaitu: 

a. menyelcnggarakan pcngkajian program kerja Bidang Bina 
Pengusahaan Hulan; 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis 
bidang bina pengusahaan hutan; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian teknis bidang bina pengusahaan hutan; 

d. menyelenggarakan pembinaan produksi hasil hutan; 
e. menyelcnggarakan Iasilitasi pengolahan hasil hutan; 
f. menyelenggarakan Iasilitasi peredaran dan pemasaran 

hasil hutan; 
g. menyelcnggarakan fasilitasi bidang bina pengusahaan 

hutan, meliputi produksi hasil hutan, pengolahan hasil 
hutan serta peredaran, dan pemasaran hasil hutan; 

Pasal 16 

Bidang Bina Pengusahaan Hutan 

Bagian Keenam 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

J. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pernantauan lerhadap permohonan dan 
rcalisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang pengelolaan DAS dan penyuluhan; 

k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengam bilan ke bij akan; 

1. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai penyuluhan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Penyuluhan; 

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyuluhan; 
o. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
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Pasal 17 
(1) Seksi Produksi Hasil Hulan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan produksi hasil hutan, meliputi 
koordinasi, pembinaan teknis, fasilitasi dan pengendalian 
produksi hasil hutan serta pengendalian rencana teknik 
tahunan (RTI). 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayal ( 1), Scksi Produksi Hasil Hu tan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

produksi hasil hutan; 
b. pelaksanaan pengelolaan produksi hasil hutan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi Hasil 

Hulan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Produksi Hasil Hutan, yaitu: 

a. melaksanakan pcnyusunan program kerja Seksi Produksi 
Hasil Hutan; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Leknis 
produksi hasil hutan; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 
teknis produksi hasil hutan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi produksi 
hasil hutan; 

h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi produksi 
hasil hutan, pengolahan hasil hutan serta peredaran, dan 
pemasaran hasil hutan; 

1. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan lingkup Bidang; 

J. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan lerhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina pengusahaan hutan; 

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

I. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan 
mengenai bina pengusahaan hutan sebagai bahan 
perietapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Bidang Bina Pengusahaan Hutan; 

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina 
Pengusahaan Hu tan; 

o. menyelenggarakan pengkoordiansian dan pembinaan 
UPTD; dan 

p. mcnyelenggarakan Lugas lain sesuai dengan tugas pkok 
dan fungsinya. 

(4) Bidang Bina Pengusahaan Hutan membawahkan: 
a. Scksi Produksi Hasil Hulan; 
b. Seksi Pengolahan Hasil Hutan; dan 
c. Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan. 

22 



b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
pengolahan hasil hutan; 

c. mclaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 
teknis pengolahan hasil hutan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan Iasilitasi pengolahan 
hasil hutan; 

Seksi 

Pasal 18 
(1) Seksi Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengolahan hasil hutan, meliputi koordinasi, 
pembinaan leknis, fasililasi dan pengendalian pengolahan 
hasil hutan serta pembinaan dan Iasilitasi perhutanan sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Pengolahan Hasil Hutan mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan pcnyusunan bahan kebijakan teknis 

pcngolahan hasil hutan; 
b. pelaksanaan pengelolaan perigolahan hasil hutan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan Seksi Pengolahan 

Hasil Hutan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Pengolahan Hasil Hulan, yaitu: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja 
Pengolahan Hasil Hulan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan perlimbangan teknis 
izin pemanfaalan kayu; 

f. melaksanakan pengendalian Rencana Teknik Tahunan 
(RTI) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan 
Ban ten; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi produksi hasil 
hutan; 

h. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Produksi Hasil Hulan; 

1. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina pengusahaan hutan; 

J· melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kcbijakan; 

k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai produksi hasil hutan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerinlah Daerah Provinsi; 

I. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Produksi Hasil Hutan; 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi 
Hasil Hutan; 

n. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
o. melaksanakan tugas lain scsuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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Pasal 19 
( 1) Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hulan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pengelolaan peredaran dan 
pemasaran hasil hutan, meliputi pembinaan, koordinasi, 
Iasilitasi scrla pcngendalian pcredaran dan pemasaran hasil 
hutan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1), Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hulan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

peredaran dan pemasaran hasil hutan; 
b. pelaksanaan pengelolaan peredaran dan pcrnasaran hasil 

hutan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Peredaran dan 

Pemasaran Hasil Hutan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain scsuai dcngan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian tugas Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan, 

yaitu: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi 

Peredaran dan Pemasaran Hasil Hulan; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 

peredaran dan pemasaran hasil hutan; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

teknis pemasaran hasil hutan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan 
fasilitasi perhutanan sosial; 

f. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis 
Izin Usaha Induslri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 
kapasitas izin < 6.000 m3 / tahun dan lzin Usaha Industri 
Primer Hasil Hulan Bukan Kayu (IUIPHHBK); 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengolahan hasil 
hutan; 

h. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Pengolahan Hasil Hulan; 

1. melaksanakan penyusunan bahan vcrifikasi, rekomendasi 
dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hi bah/ bantuan sosial bidang bina 
pengusahaan hutan; 

J. melaksanakan tclaahan staf scbagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

k. melaksanakan penyusunan bahan saran perlimbangan 
mengenai pengolahan hasil hutan sebagai bahan 
perietapan kebijakan Perncrintah Dacrah Provinsi; 

1. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Pengolahan Hasil Hulan; 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan 
Hasil Hutan; 

n. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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(1) Bidang Bina Konservasi dan Jasa Lingkungan mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
bina konservasi dan jasa lingkungan, mcliputi perlindungan 
hutan, konservasi kawasan dan jenis, pemanfaatan jasa 
lingkungan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1), Bidang Bina Konscrvasi dan Jasa 
Lingkungan mempunyai f ungsi: 
a. penyclenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bina 

konservasi dan jasa lingkungan; 
b. penyelenggaraan bina konservasi dan jasa lingkungan; 
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 
d. pcnyclenggaraan f ungsi lain sesuai dcngan tu gas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Bidang Bina Konservasi dan Jasa Lingkungan, 

yaitu: 
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina 

Konservasi dan Jasa Lingkungan; 
b. menyclenggarakan pcngkajian bahan kebijakan lcknis 

bina konservasi dan jasa lingkungan; 
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan 

pengendalian teknis bina konservasi clan jasa lingkungan; 

Pasal 16 

Bidang Bina Konservasi dan Jasa Lingkungan 

Bagian Kelujuh 

d. melaksanakan penyusunan bahan Iasilitasi peredaran 
dan pemasaran hasil hutan; 

e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi iuran hasil 
hutan; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi peredaran dan 
pemasaran hasil hutan; 

g. melaksanakan tindak tanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hulan; 

h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemanlauan terhadap pcrmohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina pengusahaan hutan; 

1. mclaksanakan lelaahan slaf scbagai bahan pertimbangan 
pcngambilan kebijakan; 

J. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai peredaran dan pemasaran hasil hutan sebagai 
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan; 

1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Peredaran 
dan Pemasaran Hasil Hulan; 

m. mclaksanakan koordinasi dcngan UPTD terkait; dan 
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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Pasal 21 
(1) Seksi Perlindungan Hulan mempunyai lugas pokok 

rnclaksanakan pcrlindungan hutan, mcliputi pengcndalian 
gangguan kearnanan hutan , kebakaran hutan, dan hama 
penyakit, pernbinaan kelompok pengamanan hutan 
swakarsa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayaL (1), Scksi Pcrlindungan Hulan rnernpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

perlindungan hutan; 
b. pclaksanaan perlindungan hutan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan 

Hulan; dan 

a. Seksi Perlindungan Hulan; 
b. Scksi Konservasi Kawasan dan .Jcnis; dan 
c. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 

bah an k. mcnyelcnggarakan lelaahan slaf sebagai 
perlimbangan pengambilan kebijakan; 

I. menyelenggarakan pengkajian bahan saran perlimbangan 
mengenai bidang bina konservasi dan jasa lingkungan 
sebagai bahan pcrumusan kebijakan Pemerintah Dacrah 
Provinsi; 

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas 
pokok dan Iurigsi Bidang Bina Konservasi dan Jasa 
Lingkungan; 

n. menyelcnggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina 
Konservasi dan Jasa Lingkungan; 

o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan 
UPTD; dan 

p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(4) Bidang Bina Konservasi dan Jasa Lingkungan 
membawahkan: 

d. menyelenggarakan perlindungan hutan; 
e. menyelenggarakan konservasi kawasan dan jenis; 
f. menyelenggarakan pernanfataan jasa lingkungan; 
g. mcnyelenggarakan dan memfasilitasi bidang bina 

konservasi dan jasa lingkungan, meliputi perlindungan 
hutan, konservasi kawasan dan jenis, dan pemanfaatan 
jasa lingkungan; 

h. mcnyelcnggarakan pengkajian bahan fasilitasi 
perlindungan hutan, konservasi kawasan dan jenis, dan 
pemanfaatan jasa lingkungan; 

1. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan lingkup Bidang; 

J. mcnyelcnggarakan pengkajian bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina konservasi dan jasa lingkungan; 
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Pasal22 
(1) Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis mempunyai tugas 

pokok melaksanakan konservasi kawasan dan jenis, meliput.i 
perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 
dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Non Appendix) 
CITES, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistern 
penting, dan pengelolaan daerah penyangga Kawasan 
Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA). 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l), Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

konservasi kawasan dan jenis; 
b. pelaksanaan konservasi kawasan dan jenis; 

d. pelaksanaan f ungsi lain sesuai dengan lugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Seksi Perlindungan Hutan, yaitu: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi 

Perlindungan Hutan; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 

perlindungan hutan; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 

teknis perlindungan hutan; 
d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan 

hutan; 
e. melaksanakan bimbingan teknis kelompok pengamanan 

hutan swakarsa dan masyarakat peduli api; 
f. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis 

pengendalian hama penyakit pada hutan; 
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perlindungan 

hutan; 
h. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

lingkup Seksi Perlindungan Hulan; 
1. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 

rekomendasi, dan pernantauan lerhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina konservasi dan jasa lingkungan; 

J. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai seksi perlindungan hutan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemcrintah Dacrah Provinsi; 

1. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Perlindungan Hulan; 

m. melaksanakan evaluasi dan pclaporan Seksi Perlindungan 
Hulan; 

n. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
o. melaksanakan lugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

27 



Pasal 23 
(1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan mernpunyai tugas 

pokok melaksanakan pengelolaan pemanfaatan jasa 
lingkungan, meliputi pernanfaatan usaha wisata alam, 
pemanfaatan air dan penyelamalan hutan dan lingkungan 
serta pertimbangan leknis perijman pemanfaatan jasa 
lingkungan air pada taman hulan raya. 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Konservasi 
Kawasan dan Jenis; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

(3) Rincian tugas Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis, yaitu: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi 

Konservasi Kawasan dan Jenis; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 

konservasi kawasan dan jenis; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

leknis konservasi kawasan dan jenis; 
d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi konservasi 

kawasan dan jenis; 
e. melaksanakan perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar 

(TSL) yang tidak dilindungi Undang-Undang dan tidak 
termasuk ke dalam lampiran (non Appendix) CITES; 

f. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem 
pen ling; 

g. melaksanakan pcngelolaan daerah penyangga KSA dan 
KPA; 

h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi 
Pemerintah Daerah Rencana Pengelolaan KSA dan KPA 
Skala Daerah Provinsi; 

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang konservasi 
kawasan dan jenis; 

J. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis; 

k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan lerhadap permohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina konservasi dan jasa lingkungan; 

I. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengenai konservasi kawasan dan jenis sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 

n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis; 

o. mclaksanakan evaluasi dan pclaporan Seksi Konservasi 
Kawasan dan Jenis; 

p. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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fungsinya. 

bidang cvaluasi f. mclaksanakan monitoring dan 
pemanfaatan jasa lingkungan; 

g. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
lingkup Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 

h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 
rekomendasi, dan pemantauan terhadap pcrmohonan dan 
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 
bidang bina konservasi dan jasa lingkungan; 

1. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 

J. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan 
mengcnai pcrnanfaatan jasa lingkungan sebagai bahan 
penetapan kcbijakan Pcmerintah Dacrah Provinsi; 

k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 

I. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemanfaatan 
J asa Lingkungan; 

m. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan 
n. melaksanakan tugas lain sesuai dcngan tugas pokok dan 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis 

pemanfaatan jasa lingkungan; 
b. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemanfaatan 

Jasa Lingkungan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(3) Rincian t.ugas Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan, yaitu: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan t.eknis 
pemanfaatan jasa lingkungan; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 
teknis pemanfaatan jasa lingkungan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan 
jasa lingkungan; 

e. melaksanakan kajian dan pertimbangan teknis perizinan 
pemanfaatan jasa lingkungan air pada taman hutan raya 
skala Daerah Provinsi; 
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Bagian Kescpuluh 
Tata Kerja 
Pasal26 

( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kcpala Bidang, Kepala Subbagian, Kcpala 
UPTD, dan Kelompok .Jabatan Fungsional, wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, inlegrasi dan sinkronisasi, dalam 
lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi 
di lingkungan Oinas, serta instansi lain di luar Dinas, scsuai 
dcngan lugas pokok. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan scbagian lugas Pemcrintah Daerah sesuai 
dengan keahlian dan kcbutuhan. 

(2) Kelompok Jabalan Fungsional lerdiri alas sejumlah lenaga 
fungsional yang ditetapkan bcrdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(3) Kelompok Jabalan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional 
yang dilunjuk. 

(4) Jcnis dan jenjang Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Jumlah Tenaga Jabalan Fungsional ditetapkan berdasarkan 
beban kerja. 

(6) Rincian Tugas Kelompok Jabalan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pembinaan adrninistratif Kelompok .Jabatan Fungsional, 
disclenggarakan oleh Sekrclaris Dinas, meliputi penilaian dan 
penctapan angka krcdit, usulan kenaikan pangkat, gaji 
berkala, serta pendidikan dan pelatihan. 

(8) Hasil pelaksanaan lugas Tenaga Jabalan Fungsional 
disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan 
Sckrelaris Dinas, mclalui Subbagian Percncanaan dan 
Pclaporan. 

Pasal 25 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian Kesem bilan 

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegialan leknis operasional 
Dinas.,_ dibentuk UPTD. 

(2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, 
Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja UPTD sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal24 

Bagian Kedelapan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal27 
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan 
Gubernur Jawa Baral Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tugas 
Pokok, Furigsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Baral (Serita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2009 Nomor 110 Seri 0), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

(2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan 
keterituan dalam hal lerjadi penyimpa ngari, harus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan 
berkala secara tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Seketaris 
Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi 
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi 
di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka 
pcmberian bimbingan kepada bawahan. 

(8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi 
di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja 
terkait, sesuai dengan kebutuhan. 

(9) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota, 
Kepala Dinas dan unit orgarusasi di bawahnya wajib 
mengadakan koordinasi dengan Sadan Koordinasi 
Pernerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa 
Ba rat. 

( 10) Dalam hal Kepala Dinas bcrhalangan dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya, maka diwakilkan kepada 
Sekretaris Dinas. 

(11) Dalam hal Sckrclaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas pokok dan f ungsinya. 
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SERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 71 SERI D. 

RIS DAERAH PROVINS! 
WA BARAT;1 

Diundangkan di Bandung 
pada langgal 29 IH'ealter 2116 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Pasal 28 
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